BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi

korban perkosaan, sebagaiman telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang

melakukan aborsi meliputi:

a.

Pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum
pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan
Undang-Undan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah.

Pemberian jaminan kselamatan dan keamanan terhadap korban
perkosaan yang melakukan tidak pidana aborsi.

Memberikan pendampingan psikologis terhadap korban perkosaan
yang melakukan aborsi.

Pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang

melakukan aborsi.

2. Hambatan yang dialami oleh korban perkosaan dalam mendapatkan

perlindungan hukum untuk melakukan aborsi.

a.

Internal
1) Korban perkosaan menutup diri agar aib yang dialaminya tidak

diketahui oleh orang lain.
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2) Rasa sedih mendalam yang menyebabkan korban perkosaan
memndam sendiri derita yang dialaminya.

3) Korban perkosaan merasa kotor dan jijik dengan dirinya sendiri
sehingga menyebabkan korban stress.

4) Korban perkosaan merasa hidupnya tidak layak dan tidak suci
lagi sehingga menyebabkan korban mengakhiri hidupnya.

5) Korban perkosaan merasa takut karena menjadi aib bagi dirinya
dan keluarga.

. Eksternal

1) Terbatasnya pemahaman dan informasi yang menyebabkan
korban perkosaan melakukan aborsi yang tidak aman dan
merugikan kesehatan korban sendiri.

2) Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum
yang berlaku.

3) Sulitnya menemukan lembaga yang mau melayani aborsi
akibat dari perkosaan.

4) Korban perkosaan yang melaporkan diri ke pihak yang

berwajib sering kali menjadi korban untuk kedua kalinya.
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B. Saran
Berdasarkan wuraian di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk
perlindungan hukum yang ada pada saat ini belum cukup memberikan rasa
keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban perkosaan. Maka penulis
memberikan saran sebagai berikut:

a. Pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan
hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sesuai
dengan prosedur dan keamanan yang telah ditetapkan berdasarkan
undang-undang yang berlaku, hal ini untuk memberikan rasa aman
bagi setiap korban pemerkosaan yang tidak menghendaki kehamilan
agar tidak menyebabkan resiko kematian bagi perempuan.

b. Pemerintah berkewajiban memberikan pendampingan baik secara
psikis maupun mental agar setiap korban pemerkosaan yang akan
menuju pra aborsi maupun pasca aborsi siap lahir dan batin untuk
menerima segala resiko yang akan dihadapi dikemudian hari,
pendampingan ini harus secara berkala dan berkesinambungan untuk
menekan tingkat kematian terhadap perempuan.

c. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap korban
perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka pemerintah berkewajiban menyediakan
tenaga medis yang professional dalam bidangnya untuk menangani

korban perkosaan yang menuju pra aborsi dan pasca aborsi dengan
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biaya yang terjangkau dan dijaga kerahasiaannya oleh lembaga yang
berwenang untuk menanganinya.

. Untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap korban pemerkosaan yang
melakukan aborsi sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka
pemerintah harus mengkaji ulang KUHP yang saat ini dirasakan belum
memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang
melakukan aborsi di Indonesia.

Untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi korban
pemerkosaan yang melakukan aborsi, pemerintah dapat berkerja sama
dengan rumah sakit di setiap provinsi dan kabupaten kota sampai ke
daerah-daerah untuk menekan tingkat kejahatan aborsi yang illegal
serta menekan tingkat kematian terhadap perempuan dan dapat
memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai kepada
setiap perempuan, khususnya bagi korban pemerkosaan yang

melakukan aborsi.
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